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Abstrak

Skripsi ini membanas tentang pengaruh reformas perpajakan, pendapatan perkapita dan
ketimpangan pendapatan terhadap penermaan pagak di Sumalera Baral periede 1973 hinggz
2008, Tujuzn dan penelitian ini adalah unfuk menganaliss pengarch reformasi perpajakan,
pandapatan perkapita dan kefimpangan pendapatan terhadap penerimaan pajak di Sumatsra
Barat. metodologi yang digunakan dalam penelitan inl adalah metode OLS {Ordinary Least
Square), vakni analisis regresi dummy unfuk mebihal bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut
terhadap penenmaan pajak. Data yang digunakan adalah data time series. Hasil penslitian
menunjukkan bahwa ketiga varabel Independent yang diteliti yailu pendapstan perkapita
kefimpangan pendapatan dan reformasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan
berhubungan posidil terhadap penerimaan pajak di sumatera baral. Oleh sebab iy, pemerintah
daerah Sumbar perlu meningkatkan pendapalan  perkapita medalui upaya penmingkatan PORB
| Selain ite, Pemda juga peru memperhatikan kelimpangan pendapatan melalui upays peningkatan
| pendapatan Rl masyarakat terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah juga perlu menyadari bahwa reformasi perpajakan telah meningkatkan
penerimaan pajak di Sumbar, olsh karena il permmda Sumbar perlu berupaya  unluk
_mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan pajak yang sudah dicapal selama ini
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BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sgjak  tabun 1966, pemerintaban Orde Bare telah membanpun  svatu
pemerintahan nasional vang kuat dengan menempatkan stabilitas politik scbhagai
landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indencsia dalam kerangka
strisktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administodil,.  Dengan berbagai
keputusan ekonomi vang terpusat melalui bermacam-macam Inpres, Keppres dan
peraturan pemerintah, pemerintah pusat menyedot berbagai macam hasil kekayaan
alam dan pendapatan ash dari daerah ke pusat.

Struktur pemerintzhan terpusat telah mengakibatkan kesenjanpan regional
antara Jakarta atau jawa dengan luar jawa, maupun antara kawasan timur Indonesia
dengan kawasan barat Indoncsia (Mudrajad, 2004), Schingga banyak propinsi yang
kaya akan sumber deya alam menyalakan ketidakpuasan akan  hasil eksploitasi
sumber daya alamnya yang sebagian besar dipunakan oleh pemerintah pusat. Rasa
sentimen yang mucul datt daerah terhadap pusat, memicu terjadinya pemberontakan
dari Propinsi yang kava akan sumber dava alem dan memberikan kontribusi vang
besar terbadap pembangunan nasional, namun tidsk memperoleh manfaat yang
sebanding.

Puncak dan Sentralisme kekuaswan di Indonesia, termasuk kekuasaan dalam
membuat keputusan ekonomi adalab runtuboys ckonomi Indonesia yang ditandai

dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997,




I'roses berbasis kedaerahan vang terjadi padoe penghujung |998 secara tegas
mengindikasinkan ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi pemerintah dan
keuangan sebagai pemicu utamanya ('ratikno, 1999).

Habibie yang memerintah setelab jatwhnva rexim  Socharo  mendapat
tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada pilihan
untuk melskukan pembagian kekuasaan dari pemerintzh pusat kepada pemerintah
daerah, vang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi
kepada daerah. Setelah menjabat kurang dari satu tahun presiden habibic mulai
membuat perombakkan di segala bidang seperti halnyva memberlakukan dasar hukum
desentralisasi, yaitu mengelvarkan UU Mo 2271999 mengenai pemerintah daerah dan
UL Mo 25/1999 mengenai perimbangan kevangan antara pusat dan daerah. UL No
2H1990 mendelegasikan  kekuasaan  tertentu kepada pemerintah  daerah  dan
membentwk proses politik daerah. Sedanghken UL No  25/1999  mendarang
desentralisasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah
dacral.

Dengan diberlakukannya UL No 22 tahun 1999 tersebut, maka strukiur
pemerintahan dan desentralisasi fiskal mengubah drastis poala hubungan pusat dan
daerah (Ma & Hofman, 2002; Mudrajat; 2004). Hal ini beranti dacrah-daerah vang
ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa
mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi, Hal ini yang sering disebut
perafihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dimana peralibian
sistern sentralisasi menjadi sistemn desentralisasi ini mengharuskan pemerintah dagrah

urituk mengelola sendiri dan meningkatkan pendapatan daerahnya.




BAR ¥1
PENUTUP
f.1. Kesimpulan

Penerimaan pajak di Sumatera Barat selama periode 1979-2008 sccara
keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tabun, Sampai dengan
tabun 2008, penerimaan pajak daerah Propinsi Sumaters Baral masih di dominasi
olch pajak atas kendarasn bermotor yang terdiri dari Pajak Kendarasn Bermotor,
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ajak Baban Bakar Kendaraan
Bermotor, denpan kontribust entuk ketiga jenis pajak tersebut terhadap iotal
penerimaan pajak daerah adalah sekitar 26,7%% pertshun.

Berdasarkan hasil empiris dari analisa yang telah dilakekan dapat diketahui
bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikai
yvang mana disini adalah penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Barat. Hasil
pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

|. Variabel Pendapatan Perkapita (X;) memiliki hubungan positif dengan
penerimaan pajak di Sumatera Barat. Jika diasumsikan pendapatan perkapita
meningkat | persen dengan asumsi cateris paribuy maka penerimaan pajak

meningkat sebesar 1,83 persen.

2. Variabel tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan (X3} memiliki
hubungan positif demgan penerimaan pajak di Sumatera Barat. Hal ini
berlawanan dengan teori dan hipotesa pada bab 1. Dimana teori dan hipotesa

menyebultkan  babwa  lingkat  ketidakmerataan  distribusi pendapatan
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